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ASPEK DAN FUNGSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Oleh :

Noor Tri Hastuti

'lhe application of Environmenl Regulalion in a susluinuble elevelopmenl is b organize .tnd lo coordiru t
many kinds of interesls in various uspects.

In a sustainable developmenl lhere are muny law usltects such as adminislralive law, civil luu,und t it,il
law usnects.

PENDAHULUAN

Berbagai pengalaman telah menunjukkan

kepada kita, bahwa pembangunan dapat dan telah

menimbulkan dampak negatif. Adanya kerusakan

lingkungan berupa pencemaran lingkungan, intrusi air

laut, hujan asam, musnaturya species flora dan f'auna

tertentu, efek rumah kaca, lubangnya lapisan ozon

oleh CFC serta berkurangnya sumber daya alam yang

tak terbarukan, (Otto Soemarwoto, 1992;8 - 12)

semua ini merupakan efek negatifdari pembangunan

yang ada pada awalnya tidak terpikirkan. Walaupun

tidak bisa dipungkiri, bahwa pembangunan tersebul

telah pula berhasil meningkatkan taraf hidup dan

ken, akmuran rakyat.

Sedangkan pembangunan yang lajunya

semakin tinggi, berarti dapat dipercepat lagi upaya

untuk mengatasi kemelaratan dan keterbelakangan.

Akan tetapi apabila dalam proscs percepatan

pembangunan itu semata-rnata hanya menitikben&an

pada pemenuhan kebutuhan manusia tanpa

menghiraukan aspek lingkungan sebagai daya dukurlg

pembangunan, rnaka dalam waktu yang relatil'singkat

sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui dzur

khususnya akan cepat habis.

Dilema permasalahan di atas menclorong

kesadaran baru manusia tentang lingkungan hidup. ( St

Munadjat Danusaputro, 1978: I 62) Kesadaran baru

ini yang akan memulihkan kembali tata lruburrgan

secara berimbang dan serasi antara semua subsislem

dalam keseluruhan ekosistem atau lingkungiur hidup.

Aspek lingkurgan menjadi bagian yang sangat pentrrg

dalam menentukan kelayakan pembangunan, yang

sebelumnya hanya berdasarkan atas tolok ukur dari

aspek teknologi, ekonomi dan sosial.
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Pada pertengahan abad ke-20, seiring dengan

tumbuh dan berkembangnya kesadaran manusia

tenti rg lingkungan hidup, maka sarana dan wahana

dalarn program pembangrunn lingkungan hidup yang

dinilai srngguh penting arlalah "Hukum LingktuUan '.

Hal ini merupakan perkembangan baru, mengingat

pada waktu lampau telah pula dikenal hukum yang

berhubungan dengan lingkungan hidup. Hukum

tersebut semuanya merupakan hukum yang

berwawasan "penggunaan" unsw-unsur lingkungan

hirJup (use orientedlaw). Sedangkan kesadaran baru

manusia tentang lingkungan hidup yang melahirkan

tunas biuu dibid:urg hukum adtrlah merupakan hukum

yang berwawasan l ingkungan hidup atau
" environmenl oriented law " .

Dari uraian ini permasalahan tersebut

tampaklah, bahwa hukum mempunyai andil yang

besar dalam kehidupan di burni ini. Tetapi tampaknya

hukum selalu dinomor-duakan dibanding teknologi

dan ekonomi. Untuk memberikan alasan yang logis-

ilmiah tentang peranan dan manfaat hukum dalam

kehidupan khususnya dalam pembangunan yang

berkelanjutan pembangunan berwawasan lingkungan

(sustainable development), maka tulisan ini akan

menguaikan tentang firngsi dan aspek hukum dalam
pembangunan berkelanjutan. Hal ini lebih dititik

beratkan pada pembahasan tentang aspek-aspek

hukum dan fungsinya dalam pembangunan

berkelanjutan. Lebih khusus lagi aspek-aspek hukum

dalam hukum I ingkungan.

Masalah dan kendala yang mendasar bagi
adanya pembangunan berkelanjutan adalah bclum
adanya keterpaduan dan berbagai bidang (bidang

teknologi, ekonomi, sosial, administrasi, ekologi,
hukum dan lain-lain bidang) untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutnn. Tampak masirg-mrsing
bidang ingin menonjolkan ntisinyadan dengan segera
untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari
alam, tanpa mempdulikan danrpak yang diderita oleh
alam (lingk rurgan altln).

Dari pernrasalalian yang sangat umunr dan
mendasar ini, makalah ini akeur nrcncoba mengangkat
permasalahan yrurg lebih spesitik yaitu n.rasalalr hukum
yang berkenaan dengan lingkungan. Hal ini rnenjadi
semakin menarik bagi penulis, karena pada kurang
lebih pe(engah,rn abad kc-20 relah rnuncul bcrbagai
gerakan tentang lingkungan hidup, dan lebih khusus
lagi dikena.l"danya bidang hukunr baru yaitu "llukun

Lingkungan". Berkaitan dengan pennasalahan dasilr
di atas, maka penulis akan mencoba inenegaskan

kembali akan fungsi dan aspek-aspek hukum yang

berkaitan erat dengan lingktrngan hidup. Juga
berkenaan dengan adanya kesadaran baru ataupun

konsep baru dari manusia tentang pembangunan dan
lingkungan, yang kesemuanya ini menghasilkan

pemikiran baru tentang "Pembanguran Berkelaniutan
(Suslainab le Deve lopnte nt ) ".

Untuk memberikan arahan dan pedoman

penulisan makalah ini serta tidak menyimparrg dari
tema sentral, maka berikut ini disampaikirn bcbcrapa
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rumusan masalah untuk mengidentifikasikan

masalahnya adalah sebagai berikut :

a. Apa yang dimaksud dengan

pembangunan berkelanjutan, fungsi

hukum dan asPek hukum (dalam hukum

lingkungan) ?

b. Bagaimana tinjauan aspek-aspek hukum

dan memfungsikannYa dalam

pembangunan berkelanj utan ?

Dengan mengacu Pada dua rumusan

permasalahan ini diharapkan penulisan makalah ini

dapat relevan dengan latar belakang masalah yang

diungkap.
Mengingat materi dan ruang lingkup hukum

lingkungan yang sedemikian luas, seperti yang

diungkapkan oleh Drupsteen, Leenen, Polak serta

Koesnadi Hardjosoemantri. Hukum lingkungan (di

Indonesia) meliputi asPek-asPek :

l. Hukum Tata Lingkungarl

2. Hukum Perlindurgan Lingktngan,

3. Hukum Kesehatan Lingkungan,

4 . Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam

kaitannya dengan misalnya pencemaran

oleh industri, dan sebagainYa),

5. Hukum Lingkungan Transnational/

Intemasional (dalam kaitannya dengan

hubwrgan antar negara),

6. Hukum Perselisihan Lingkrngan (dalarn

kaitarurya dengan misalnya penyelesaian

masalah ganti kerugian, dan sebagainya).

(Koesnadi H, 1993: l4-  I  8)

Selain dar i  i tu,  Si t i  Sundari  Rangkut i

menyatakan bahwa mempelajari hukunr lingkungat

berarti mencakup penguasaan mated tentang hukum

administrasi negara, perdata, pidana, pajak,

intemasional, dan tata ruang, di samping pahaman

muitidisipliner nrengenai ilrnu lingkugan lainnya. (Siti

SundariR.,  1987:8)

Oleh karena i tu.  makalah in i  akan

memfokuskan pembahasannya pada aspek hukum

administrasi negara, aspek hukum perdata scrta

aspek hukum pidananya. Selain dari inr akan di uiri kiur

pula tentang Hukum Lingkungan sebagai Subyek

Hukum serta bagaimana aspek hukum darr fungsi

hukum dapat mengapresiasikan dalanr praktek

pembangunan berkelanj ulan.

l .  Perkembnngan Konsep Pembangunan

Berkelaniutan dan Perkembangannya

"Pembangwran" merupakan sebuah kata

yang selalu dikonotasikan positif. Sebagai suatu

kegiatan baik dari segi proses, tujuan ntaupun

hasilnya. Kebanyakan orang tidak menrikirkan

efek atau hrsil dari pembangunan. Terlebih dari

efek yang dider i ta oleh I ingkungan serta

kebanyakan orang yang tidak tersenttlh oleh

"mitos" pembanguran itu sendiri.

Pembangunan menjadi sikap, perbuatan

dan program yang digandrungi semua orang,

201Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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terutama di negara berkembang. Para ahli

memberikan makna yang luas terhadap

pembanguran. Pembangunan mencakup segi-segi

yang luas, yang meliputi segi-segi perubahan

sosial, kelembagaan masyarakat, budaya dan segi

kemasyarakatan lainnya. @mil Salim, 1988 : X\4)

Dalam pembangunan melekat adanya ikhtiar

perombakan struktur masyarakat negara

berkembang ke j urusan yang lebih maju.

Pembangunan juga diartikan sebagai

upaya merubah dan mengembangkan struktur
masyarakat madani yaitu suavna kehidupan yang

sejahtera. (Soedjono Dirdjosisworo, 1993: I 8)

Pembangunan juga diterjemahkan sebagai
"gangguan" terhadap keseimbangan lingkrurgan,
yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah

keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas
dianggap kurang baik keseimbangan baru pada

tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi. (Niniek

Supami, 1992:36) Sehingga dapatlah diambil
kesimpulan bahwa pembangunan selalu
menyebabkan perubahan terhadap lingkungan.
(Ery Agus Priyon o, 1992: 17)

Untuk lebih memahami tentang
pembangunan dan lingkungan yang selalu
dipertentangkan dan pada akhimya melahirkan
konsep pembangunan berkelanjutan atau
pembangunan yang berwawasan lingkungan,
maka akan diuraikan teori pembangunan dan
perkembangannya.

Pada saat perhat ian para pakar
pembangwun t€rcurah untuk memacu modal yang

merupakan faktor yang potensial dan strategis

dalam pembangunan, terwujud adanya usaha
untuk meningkatkan pendapatan yang paralel

dengan adanya perluasan pasar. Kesenlpatan

membangun menjadi terbuka luas. Konsep

berpikir ini melahirkan teori "pembangunan

beimbutg" ( h a I a nc e d de v e I o p m enl./.' l'cori i ni
mengusahakan keseimbangan antara bcrbagai

segi  kegiatan masyarakat,  baik di  seki tar
pertanian, pertambangan, industri, sektor iasa dan
sebagainya.

Dirasakan teor i  pembangunan

berimbang/teori ekonomi berimbang ini kurang

menyentuh bagi terpenuhinya kebutuhan pokok

bagi masyarakat luas. Pemikiran in i  j  uga

memunculkan teori kebutuhan pokok sebagai

dasar pembangunan. Hal  mana segala

pembangunan diupayakan unnrk dapat mernenulri

kebutuhan pokok (basic needs) m:Nrusia terlebih

dahulu.

Dalam perkembangannya, muncul pula

teori pemerataan. Ada pra anggapan terlradap

hasil pembangunan yang akan menjangkau

masyarakat luas, yang kemudian mulai diragukan.

Kesenjangan semakin tarnpak, yang mendorong

pula adanya usaha khusus untuk meningkatkan

pemerataan pendapat antara kelompok

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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masyarakat termasuk kelompok miskin

masyarakat terbawah.

Teori-teori pembangunan semakin

berkembang sesuai denganjamarurya. Padatahap

ini lahirteori pembangwnn dengan kualitas hidup.

Orang mulai mempertanyakan tentang kualitas

hidup apa yang dihasi lkan oleh proses

pembangunan ini. Kualitas hidup ini mencakup

kualitas lingkungan tempat manusia bermukim,

dan kualitas manusia yang terlebur dalam arus

besar pembangruran unok meningkatkan kualitas

hidup.

Tampaknya leori pembangwran dengan

kualitas hidup belum tercapai, karena masih

banyak terjadi kerusakan lingkungan di berbagai

negara, krisis pangan yang mencekik, yang

menunjukkan adanya kekel i ruan dengan

pembangunan ini. Keprihatinan terhadap

kemampuan lingkungan untuk menopang

pembangunan secara berkelanj utan melahirkan

konsep "pembangunan terlanj utkan".

Pikiran konvensional yang

mengelompokkan masalah erosi  lahan,

kepurahan plasma nuftah, kerusakan pantai dan

lautan, cakupan permasalahan pemukiman yang

meliputi sanitasi, air minum, perkembangan kota,

lingkrurgan dan kesehatan serta masalah-masalah

pencemaran air, pencemaran udara, masalah

limbah nuklir, limbah beracm dan berbaluya tidak

memberikan perspekt i f  baru dalam

pembahasannya. Pada kenyataannya anlara

lingkungan dan pembangunan adalah terkait

sangat erat. Dan lingkwrgan bukanlah merupakan

masalah-masalah sektoral yang terlepas satu dari

yang lainnya.

Karena haruslah dipertimbangkan benar.

apakah pembangunan ( misalnya penanrbangarn

batu bara, tidak berarti merusak/merugikan

lingkungan alam yang lain atau mengganggu

keseimbangan alam di sekelilingnya) itu tidak

mengganggu keseimbangan alam di sekelilingnya?.

Hal inilah yang dimaksud dengan memadukan

lingkrurgan dengan pembangunan.

Apabila pembangunan dengan cara

mempertentangkan antara lingkungan dan

pembangunan" seperti ini tetap dipertahankan hal

in i  akanlah merusak l ingkungan. Past i  I

pembangunan i tu terancam oleh scbab

kemampuan sumber daya alam dan lingkungan

dalam menopang proses masa depan perlu

dilestarikan. Kesimpulan penting ini melahirkan

konsep "pembangunan terlanjutkan". Oleh

Komisi  Dunia untuk Lingkungan dan

Pembangunan, pembangunan terlanj utkan ini

dirumuskan sebagai "pembangunan yang

memenuhi kebun*nn masa kini tanpa mengur.urgi

kemampuan gerrrasi mendatang unnrk memenuhi

kebutuhan mereka sendiri".

kbih lanjut, pembangurnan berkelaniulan

atau pembangunan berkes i  namb ungan

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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mensyaratkan bahwa masyarakat memenuhi

kebutuhan manusia dengan cara meningkattan

poensi pmduktifnrrekadansekaligtts nrcnjamin

kesempatan yang sama bagi kesemuanya. Serta,

sekrrang-kurangnyapanbagunn bakcla{utan

harus tidak boleh membrhayakan sistem alam

yang mcndulung kchidupan di muka bumi ini :

atsnosfer, air, tanah, dan makhluk hidup,

2. Konsep Pcmbrnguntn Bcrkolrnjutrn dl

Indonglr

Setelah Konfercnsi Stockholm.

Pemerintah Indonesia membentuk Panitia

Nasional Lingkungan Hidupdalam 1972. Dengart

merumuskan "Program Pcmbangunan

Lingkungan Hidup" dalam bab 4 Rcpelita II

sebagaipa{rbranbtentuanlontihrsional pasal

33 ayat 3 jo 33 ayat 4 UUD 1945 Hasil

Amandemcn ke 4. llal ini juga dibgrkan dalam

TAPMPR

No. IV/1973. Scbagai tprya*hrjuttya

dibentuk dalam Ifubird Pembangunan III yaitu

"Kementrian Ncgara Pcngawasan Dan

LingkmganHidp's*arangKernentianNam

LinghuganHidup.

Dalam perkembangannya, Indonesia

tidak ketinggalan dalam usahanya untuk

senantiasa menumbuhkan dan mengembangkan

kesadaran lingkungan tersebut di kalangan

masyarakat luas. Dalam bcrbagai bidang dan

sektor usaha nasional, seperti kehutanan,
pertambangan, kelautan, kedirganlaraan,
pertanian, industri, pariwisata dan lainlain, di

Indonesia terlihat kegiatan-kegiatan yang selalu

makin mcningkat untuk makin mendorong dan
merdalamnya "kesadaran lingkungan" tenebut.

Masalah lingkungan hidup juga tampak
rcnrakin mendapat perhatian yang khusus. Hal
ini jolas tcrlihat dalam GBHN 1993, yangjuga

rokdigus merupakan rumusan pembangunan

bortohnjutan di Irdorpsia :
Pembangunan lingkungan hidup yang
merupakan bagian pel ting dan ekosistem
yang berfungsi sebagai penyangga
kehidupan seluruh makhh* hidr.p di muka
bumi diarahkan pada terwuiudnya
kelestarian furgsi lingkungan hidup dalam
keseimbangan dan keserasian yang
dinamis dengan perkembangan
kcpcndudukan agar dapat menjamin
pembangunan nasional yang
berkela{utan. Pembangunan lingkungan
hidup bertujuan meningkatkan mutu,
memanfaatkan sumber daya alam secara
bcrkelanjutan, merehabilitasi kerusakan

penoemaran,
dan meningkatkan kualitas lingkungan
hidry.
Tampaklah bahwa Pemerintah lndonesia

sedemikian memperhatikan lingkungan hidup.

Bahkan juga dicanangkan dalam program

per$angunan lingkungan hidup adalah Hukum

Liryhngaq ymg merupakan mrana dan wahana

&lam pembangwun lingkungan hidup tersebut.

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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Guna menindaklanjut i  tentang

pembangunan berkelanjutan yang telah

dicanangkan, maka pemerintah telah

mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang

erat dengan masalah lingkugan hidup. Salah satu

kebijakan hukum yang terpenting adalah UU No.

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Pasal 1 ayat 3 IJULH menegaskan bahwa

pembangunan berkelanj utan yang berwawasan

lingkungan hidup adalah upaya sadar dan

terencana, yang memadukan lingkungan hidup,

termasuk sumber daya, ke dalam proses

pembangunan untuk menjamin kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup genemsi masa kini

dan generasi masa depan.

Kemudian dalam pasal 3 diuraikan

tentang asas tujuan dan sasaran pengelolaan

lingkwrgan hidup yang diselenggarakan dengan

asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan

dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup dalam rangka pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup

adalah :

a. tercapainya keselarasan, keserasian dan

keseimbangan antara manusia dan lingkungan

hidup;

b. terwujudnyamanusia Indonesia sebagai insan

lingkungan hidup yang memiliki sikap dan

tidak melindungi dan menlbina lingkungan

hidup;

c. terjaminnya kepentingan generasi nrasa kini

dan generasi masa depan ;

d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan

hidup;

e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya

secara bijaksana ;

f terlindunginya Negara Kesatuan Republik

Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau

kegiatan di luar wilayah negara yang

menyebabkan pencemaran dan/atau

perumkan lingkungan hidup (pasal4 LlUt-l l).

Demikian UULII  mengatur dar.r

menjelaskan tentang asls tujuan dari pengelolarur

l ingkungan hidup, yang kesemuanya i tu

merupakan penjabaran dar i  program

pembangunan berkelanjutan. Sedangkan yang

merupakan cir i -c i r i  dar i  pembangunan

berkelanjutan (ndonesia) adalah sebagai berikut:
a. memberikan kemungkinan kepada

kelangsungan hidup dengan jalan
melestarikan fungsi dan kemampuan
ekosistem yang mendukungnya" baik
secara langsung maupun t idak
langsung ;

b.  memanfaatkan sumber alam
sebanyak alam atau tok nologi
pengelolaan mampu menghasi lkan
secara lestari ;

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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c. memberi kesempatan kepada sektor
dan kegiatan lainnya di daerah untuk
berkembang bersama-sama baik
dalam kurun waktu yang sama
maupun dalam kurun waktu yang
berbeda secara sambung
mmyambturg;

d. meningkatkan dan melestarikan
kemampuan dan fungsi ekosistem
untuk memasok sumber alam dan
melindungi serta mendukung
perikehidupan secaraterus menerus;

e. menggunakan prosedur dan tata cara
yang memperhatikan fungsi dan
kemampuan ekosistem mendukung
perikehidupan, baik masa kini
maupun masa yang akan datang. (Ery

' Agus Priyono; 1992 : l9).

Dari pengert ian dan cir i-cir i  dari
pembangunan berkelanjutan ini mengandung
makna tentang arti pemanfaatan sumber alam.
Pemanfaatan ini perlu memperhatikan patokan-
patokan bahwa daya gtuta dan hasil guna yang
dikehendaki harus dilihat dalam batas yang
optimal. Berart i  pula t idak mengurangi
kemampuan dan kelestarian sumber alam lain
yang berkaitan dalam ekosistem dan memberikan
kemungkinan untuk mengadakan pilihan
penggunaan dalam pembangunan di masa
depan. Karena i tu dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan, sumber alam
harus digunakan secararasional, tidak merusak
tata lingkungan hidup manusia. Pula, harus

memperhitungkan kebutuhan generasi yang

akan datang. Pengelolaan sumber alam dan

lingkungan hidup diarahkan agar dalanr segala

usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan

keseimbangan lingkungan serta kelestarian

fungsi dan kemampuannya, sehingga dapat
memberi manfaat bagi pembangunan dan

kesejahteraan rakyar serta bermanfaat pula

bagi generasi yang akan datang.

3.  Fungsi  Mum Dalam Pembangunan

Berkelanjutan di  Indonesia

Berbicara tentang fungsi hukunr t^Lrarti

berbicara tentang tujuan dari hukunr. luiuan

utama dan pokok dari hukum adalah kerertiban
(order). Ketertiban merupakan syarat pertalna

segala hukum. la juga merupakan syarat

fundamental bagi adanya suatu masyarakat

manusia yang teratur. Ketertiban ini pula yang

disebut sebagai fungsi hukum yang tradisional
(Mochtar K.,  I  976:2-3).

Moclar Kusumaatmadj a dcngan

konsepsinya tentang fi.urgsi hukum menyatakan

bahwa hukum nrerupakan "sardna

pembaharuan masyarakat". Hal ini didasarkan

atas anggapan bahwa adanya ketera(uran atau
ketertiban dalam usaha pembangunan atau
pembaharuan i tu merupakan suatu yang

diinginkan, bahkan dipandang murlak perlu.

Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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bisa berfirngsi sebagai alat pengatur atau sarana

pembangunan dalam art i  penyalur arah

kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki

oleh pembangunan atau pembaharuan. Baik

perubahan maupun ketertiban (keteraturan)

merupakan tujuan kembar dari masyarakat

yang sedang membangun, maka hukum

menjadi suatu alat (sarana) yang tak dapat

diabaikan dalam proses pembangunan.

Selain fungsi hukum yang klasik atau

tradisional, Sjachran Basah menyatakan fungsi

hukum dengan konsep "panca fungsi" nya

sebagai berikut: (Sjachran Basah; 1 992:3 - l 4)
a. direktif, sebagai pengarah dalam

membangun untuk membentuk
masyarakat yang hendak dicapai
sesuai dengan tujuan kehidupan
negara;

b.  integrat i f ,  sebagai  pembina
kesatuan bangsa;

c.  stabi l i tat i f ,  sebagai pemel ihara
(termasuk ke dalamnya hasil-hasil
pembangunan) dan menj aga
keselarasan, keserasian dan
keseimbangan dalam kehidupan
bernegara dan bermasyarakat;

d. prefektif, sebagai penyempurna,
baik terhadap sikap t i  ndak
administrasi negara maupun sikap
t indak warga apabi la ter j  ad i
pertentangan dalam kehidupan
bernegara dan bermasyarakat;

e. korektif, sebagai pengoreksi atas
sikap tindak baik administrasi
negara, maupun warga apabila

ter jadi  pertenlangan hak dan
kewaj iban untuk mendapatkan
keadilan.

Umian panca fi.urgsi tentang hrngsi hukum
ini merupakan panjabaran lebih lanjut dan
konsepsi fungsi hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat. Bahkan.iauh
lebih mendalam, karena clalam fi.lrgsinya
yang kelima, hukum mempunyai fungsi
untuk alat pengoreksi untuk mengontrol
pelaksanaan hukum yang ada. Walaupun
masalah kontrol terhadap hukunr ini
secara implisit telah ada dalarn konsep
"hukum sebagai sarana pembaharuan
masyarakat".

Tentang f,urgsi hukum ini, Ateng Syafrudin
menyatakan bahwa peranan hukurn
adalah untuk menstrukturkan seluruh
proses (pembangtnan) sehingga keparstian
dan ketertiban terjamin, I-ebih lanjut
dijelaskan, bahwa pengaturan hukum
akan berhasil apabila ketentuan hukum
atau peraturan i tu dipahami oleh
masyarakat dan dirasakan kegunaannya,
maka harus disertai usaha penyuluhan dan
pendidikan masyarakat sqcam tcrus
menerus.

Dengan demikian lungsi hukum secara

umum dapatlah ditarik berbagai ursur yailu :

a. terwujudnya ketertiban, keteraturan dal')

kepastian;

b. adanya perubahan yang rnenuju ke arah

ketertiban, keteraturan dengan tetap terjanrin

adanya kepastian;

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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c. juga harus ada upaya kontrol untuk proses

pelaksanaan hukum benar-benar berfirngsi;

d. hendaknya dipertahankan hukum sebagaialat

sarana untuk mencapai tujuan bernegara,

yaitu mengarahkan masyarakat ke amh hidup

yang lebih baik.

Sehingga dengan demikian sangat

diharapkan hukum mampu berfungsi dan

memprediksi kondisi masyarakat sesuai dengan

Jamarmya.
Dengan demikian akan mengikis pemikiran

tentang hukum selalu ketinggalan dari

masyarakatrya.

Seperti diungkapkan oleh Munadjat

Danusaputro, dalam program pembangunan

lingkungan hidup salah satu sarana dan wahana

yang sangat penting adalah Hukum Lingkungan.

Hukum Lingkungan (Environmenlal Law)

tampak semakin menonjol peranannya dalam

rangka pembangunan hukum nasional . Hukum

Lingkungan memang merupakantunas baru dalam

keluarga hukum, namun ia mempunyai peranan

yang sangat penting dalam pelaksanaan

Pembangruran Berkelanj utan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum

lingkungan mempunyai banyak aspek. la

menyangkut berbagai bidang, sektoral, bahkan

Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa rurtuk

memahami hukum lingkungan harus di lakukan

secara multidisipliner. Dalam kondisi "ase

oriented law " , sepatutnya hukum mengatur dtur

menjembauni berbagai kepentingan dari berbagai

bidang untuk tidak saling berpacu mengeksplotasi

lingkwrgaru atau pembangrman yang hanya "profit

oriented" saja. Begitu juga dalam kondisi

kesadaran baru terhadap lingkungan, maka

hukum sudah seharusnya menjadi alat perrgatur,

pengarah dan pengontrol serta pelindug terhadap

lingkungan dan pembangwr,an.

Hukum sebagai pengatur dalam
pembangunan berkelanjutarl hal ini mengandurg

art i  hukum harus menjadi  sarana untuk

mengkoordinasikan segala kepentingan yarg ada

sehingga satu sama lain tidak saling berbennuan.

Seperti termaksud dalam Bab IV tentang

Perlindungan Lingkungan Hidup TJULI I No. 4

Tahun 1982, bahwa segala sesuatu rencana

ataupun s€gala sesuatu yang berkenaan tlengan

lingkungan hidup akan diatur dengan pcmruran

penurdang-urdangan. Hal ini telah diikuti dengan

lahirnya PP 23 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan. Juga berbagai

peraturan-peraturan lain tentang penataan

kawasan industri, kawasan pemukiman dan

sebagainya, yang kesemuanya mengatur tentang

lingkmgarL

Hukum juga sebagai pengarah adanya

pembangwnn berkelanjutan. Hal ini tampak dari

adanya kebijaksanaan bidang hukum administrasi

negara yang merupakan .iuridische helcids.

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
Dala m Pembanguna n Berkalanjutan

?11 Noor Tri Hastuti



PERSPEKTIF Volune IX No. 3 Tuhun 2003 Edisi Juli

inslrumen terhadap l ingkungan hidup.

Sebagaimana dinyatakan oleh Siti Sundari

Rangkuti adalah sebagai berikut :

Penguas4 dalam hal ini pemerintah, pedu
turun tangan untuk mengatur dan
mengendalikan tingkah laku seseorang
agar tetap berada dalam batas-batas yang
sesuai dengan daya dukung lingkungan,
yaitu kemampuan lingkungan untuk
mendukung perikehidupan manusia dan
makhluk hidup lainnya. Berbagai sarana
hukum administrasi  tersedia bagi
penguasa sebagai upaya untuk mencapai
tujuan pengelolaan lingkungan yang
diwuj udkan dalam "fei te l i jke
handelingen" ; " rechts handelingen",
dan "inderecte beinvloeding" . Sarana
kebij aksanaan bidang hukum adminisu:asi
negara yang merupakan "j uridische
beleids instrumen " terhadap lingkungan
hidup ditetapkan oleh pemerintah.
Instrumen ke bij aksanaan lingkungan
yang per lu ditetapkan clalam
peraluran pe rundang-undanga n
lingkungan demi kepastian hukum
merupakan pencerminan art  i
penl ingnya hukum bagi masalah
lingkungan.

Sedangkan hukum mempunyai fungsi

pel indung dan pengontrol  (pengawas)

merupakan saran yang terdapat dalam

ketentuan pidana. (Siti Sundari Rangkuti, 1987

:74-75). Dengan demikian, hukum sepatutnya

dan seharusnya menjalankan frngsinya sebagai

koordinator antisipator segala bidang dalam

pembangunan untuk te rw u. iud n ya

pembangunan yang berkelanjutan. flal ini.juga

ditegaskan oleh Siti Sundari Rangkuti. bahwa

betapa pent ingnya sarana hukunr bagi

pembinaan kesadaran ekologis dan

keberhasi lan pengelolaan l ingkungan hidup

dalam pelaksanaan pembangunan. Akhirnya

secara tegas dinyatakan oleh Siti Sundari

Rangkuti, bahwa hukum dan hukum lingkungan

(oleh penulis) bukan saja dalam hubungannya

dengan fungsi hukum sebagai perlindungar dan

kepastian bagi masyarakat (social trtntrol)

dengan peran "agent ,ttability ', tetapi lcbih

menonjol Iagi sebagai sarana pembangLrnan /rr

tool of sociul engineering) dengan peran

sebagai " agent ol deve lopme nt " atau " a4enl

ofchange ". (Siti Sundari Rangkuti. 1987: I ).

4.  Penegakan Hukum Lingkungan I) i

lndonesia

Penegakan hukum l ingkungan di

Indonesia mencakup penataan dan penindakan

(compliance and enforcement) yang meliputi

bidang hukum administrasi negara, hidarrg

hukunr perdata dan bidang hukum pidana.

(Daud Si la lahi ,  1992:184) [ )emikian pula

dinyatakan oleh Niniek Supami,  bahwa

penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan

kemampuan aparatur dan kepatuhan warga

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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masyarakat terhadap peraturan yang berlaku,

yang meliputi  t iga bidang hukum, yaitu

administrasi, perdata dan pidana. Lebih lanjut

dijelaskan pendgakan hukum lingkungan

merupakan upaya untuk mencapei ketaatan
terhadap peraturan dan persyaratan dalam
ketentuan hukum yang berlaku secara umum
dan individual, melalui pengawasan dan
penerapan (atau ancaman) saranA administratif,
keperdataan dan kepidanaan, (Niniek Supami,
1992: 180).

Upaya penegakan hukum lingkungan
dapat di lakukan secara preventi f  maupun
represif. Penegakan hukum yang bersifat
preventif berarti dilakukannya pengawasan

aktif terhadap kepatuhan kepada peraturan

tanpa kejadian langsung yang menyangkut
peristiwa konkit yang menimbulkan sangkaan
bahwa peranran hukum telah dilanggar. Adapun
instrumen penegakan hukum preventif meliputi
penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan
kewenangan yang sifatnya pengawasan.

Sedangkan penegakan hukum represif ini
dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar
peraturan dan bertujuan urtuk mengakhiri secara
langsung perbuatan terlarang itu. (Siti Sundari
Rangkuti, l99l:8).

Tentang penegakan hukum lingkungan ini
Koesnadi Hardj osoemantri berpendapat bahwa
penegakan hukum ini yang penting adalah

masyarakat itu sendiri yang akan tcrkena
berbagai ketennran di bidang administratil, pidaru
dan perdata, baik mereka yang akan dikenakan
sanksi tersebut maupun mereka yang menjadi
korban dari sesuatu perbuatan. (Koesnadi H..
1993:462).

Mengingat dalam bab ll sub bab lll akan
dibahas lebih r inci  tentang aspek hukum
administratie hukum pidana, hukun perdata serta
Hukum Lingkungan sebagai subyek hukun, maka
dalam sub bab ini lebih lanjut akan disebutkan
beberapa ketentuan-ketentuan itu adalah sebasai
berikut :

a, Ketentuan dalam bidang hukum
adminismsi meliputi :
- UULH (UU No.23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungzur
Hidup) pasal I 8 sid 24.jo pasal
25 s/d 30

- Ordonansi Gangguan (Hinder
Ordonantie Stb. 1926 No. 226)
dengan judul  N ieuwc
Bepal ingen omtre nt  het
Oprichtcn vun lnrichfingcn,
welke Gevuur, St.hutle o/
Hinde r Kunne n Veroor:akc n)

- Khusus utrtuk industri ber.laku
UU No. 5 Tahun 1984 tcntang
Perindustr ian.  Sebe lu m
berlakunya UU ini  ber laku
Ordonansi  pembatasan

Perusahaan 1934
( B e dr ijfs r e gl e me nt e r i n gs 0 r
.lonnantie Stb. 1938 No. 86),
yang di lengkapi  dengan

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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peraturan Pemerintah No. I
Tahwr 1957 tentang Penyaluran
Perusahaan-Perusahaan, yang
kemudian diubah dengan PP No.
53 Tahun 1957. PP ini berlaku
untuk semua departemen yang
be*aitan dengan sektor industi.

Ketentuan dalam bidang hukum
perdat4 meliputi :
Dalam hukum perdata, penegakan
hukum dapat dilakukan dengan
menggunakan pasal 1365 BW
mengenai perbuatan melawan hukum.
Ketentuan dalam hukum pidana,
meliputi:
Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) beberapa
perbuatan yang dapat dianggap
sebagai bentuk-bentuk pencemaran
iingkungan diancam pidana. Contoh
mengenai hal ini dapat dikemukakan
pasal-pasal 187, 187 bis, 202, 203,
204,3J8,359, 360, 408, 409 dan
sebagainya.
Selain itujuga dianr dalam pasal 4l
Vd 48 UULH mengenal jenis pidana
penjara, kurungan dan denda dan
jenis sanksi lain seperti tercantum
dalam pasal 47. Hakim dapat
menjanrhkan pidana tambahan yang
diaturdalam pasal l0 KUHP, yaitu
pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu
dan pengumuman putusan hakim.
Juga pasal 8 UU Tindak Pidana
Ekonomi sebagai pelengkap jenis
sanksi pidana dalam pasal 4l s/d

48 UULH, yang juga merupakan
tindakan tata tertib.

Demikian beberapa ketentuan dar i
penegakan hukum lingkrurgan di lndonesia,
yang kemudian lebih lanjut nanti akan
diuraikan secara r inci pada sub bab
berikutnya. (Lihat sub bab 3).

5.  Beberapa Aspek Hukum Dalam
Pembangunan Berkelanjutan
a, Lingkungan Sebagai Subyek Hukum

Bagian ini sengaja diketengahkan di
awal sub bab ini dengan pertimbangan
sangatlah urgen kita memikirkan lingkungan
dari sisi hukum. Sebagaimana diungkapkan
oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara.
bahwa alam semesta ini sebenarnya.juga
punya hak untuk dilestarikan. Hal berarri
pula memahami konsep pembangunan
berkelanj utan dari perspektifhak-hak asasi
manusia. Dalam konsep mode rn ini,
lingkturgan hidup kita diakui sebagai subyck
hukum. (Abdul Hakim Garuda Nusanrara,
l991 :58) Sepert i  halnya juga UUt.H kita
yang memberi status subyek hukum
kepada lingkungan hidup, juga memiliki
kualitas hidup sebagaimana layaknya
subyek hukum lain.
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Dalam ketentuan pasal I angka I

dinyat,rkan bahwa lingkungan hidup

merupakan sistem yang meliputi lingkungan

hayati dan lingkungan non hayati eortr

lingkungan buatan dan lingkungan sosial.

Jelas kesemuanya ini mempengaruhl

kesej ahteraan manusia serta makhluk-

makhluk hidup la innya, baik l tu

mempengaruhi pola kerja, pola pikir dan
pola hidup maupun tlngkrfi l$s makhluk-

makhluk hidup yang bersangkutan,

Kesemuanya ini disebut sebagai ekosistem,

dimana dalam pasal I angka 4 diartikan
sebagai tatanan kesatuan secara utuh,
menyeluruh dan terpadu dari selunrh unsur
lingkungan hidup yang ada dan saling
pengaruh dan mempenganrhi. Sedangkan

dalam pasal I angka 3 nya menyatakan

bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus
dapat dinikmati oleh generasi yang akan
datang. Dari ketentuan pasal I angka I s/
d l5 tampak pengertian lingkungan hidup
yang merupakan istilah hukum, selanjutnya
lingkungan hidup disebut sebagai subyek
hukum. Subyek hukum ini erat berkaitan
dengan kualitas kehidupan, yaitu dalam
kualitas lingkungan hidup yang baik
didalamnya terdapat adanya surtu potensi

untuk mengembangkan kualitas hidup yang
lebrhtinggr.

b, Aspek Hukum Administrasi
Salah satu sarana yuridis administratif

untuk mencegah dan menanggulangi
pencemaran lingkungan adalah sistem
perizinan. Sarana inipun juga merupakan
sarana preventi fguna pencegahan terjadinya
bahaya pencemaran lingkungan hidup. Untuk
tujuan ikut menegakkan hukum lingkungan,
usaha tersebut di lakukan dengan
diadakannya sistem perizinan, baku mutu
lingkungan, rencaru pengelolaan lingkungan
dan sebagainya yang merupakan persyaratan
per,olehan izin usaha. Di samping itu ada juga
p€ngawasan, petunjuk maupun panduan
administratif, yang dalam hal ini jelas

melibatkan unsur tata usaha negara sebagai
ap,lrat negan.

Hukum Admini strasi yang diterapkan
dalam penegakan Hukum Lingkungan dapat
dikenakan adanya sanksi-sanksi administratif
ini sebagai bentuk penanggulangan dan
pengendalian dari perbuatan yang di larang
yang mengakibatkan adanya pencemaran
ataupun perusakan lingkungan. Selain itu,
akan memberikan perlindungan terhadap
kepentingan yang telah ditetapkan dalam

ketentuan-ketentuan yang dilanggar tersebut.

Sanksi Administrat i f  meliouti
beberapa hal yaitu :

a. Tindakan Paksa (Besfuurstlu,ang)

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
Dalam Pembangu nan Berkelanjutan

21a Noor Tri Hastuti



PERSPEI(TIF Volume IX No. 3 Tahun 2003 Edisi Juli

b. Uang Paksa (Dwangsom)

c. Penutupan tempat usaha fs/ritingvan
een inrichting)

d. Penghentian Kegiatan Mesin Peruvhaan

(Buitengebruikstel ing van een

Toestel)

e. Pengubahan dan Pencabutan izin Usaha

Pasal  18 s/d 21 dan 47 UULH

menyatakan bahwa setiap orang yang

menjalankan suatu bidang usaha wajib

memelihara kelestarian, kemampuan

lingkungan hidup yang serasi, selaras dan

seimbang urtuk menunjang pembangunan

berkelanjutan. Kewajiban yang dimaksud

adalah suatu keharusan rurtuk mencantunkan

pemberian izin dari pejabat atau instansi yang

berwenang itu. Bila kewajiban dimaksud

tidak dipenuhi akan berakibat dikenakannya

sanksi administratif berupa pencabutan izin

usaha yang terjadi karena adanya
penyimpangan perizinan. pandangan

kebijaksanaan yang berubah, keadaan

nyata yang berubah dan penarikan kembali

sebagai saksi.

Penarikan kembali izin biasanya

ditentukan oleh dua faktor:
a. Apakah wewenang uruk memberi izin

terikat atau bebas
Wewenang untuk memberi izin terikat
mengandung konsekuensi bahwa,
wewenang untuk menarik kembali izin

yang telah diberikan diatur secara
tegas dan dicantumkan dalanr undang-
undang atau ada secara inrpl isi t .
Pencabutan izin yang bersifat terikat ini
hampir tidak mungkin dilakukan,.j ika
dalam undang-undang atau peraturan
t idak mengaturnya. Sedangkan
wewenang untuk memberi izin bebas
dapat ditarik kembali dan penarikan
izin ini tidak secara tegas diatur dalam
peraturan perundangan yang ada.
Pada umumnya, pengubahan syarat-
syarat izin dimungkinkan bila hal
tersebut masuk dalam kebcbasan
kebijaksanaan organ pemerintahan,
disertai alasan yang logis, kepentingan
pemegang izin tidak dirugikan dengar
kepentingan umum yang terlayani oleh
perubahan.

b. Sifbt Obyek Izin
Obyek mempunyai peranan penting
dalam kemungkinan penar i  kan
kembal i  suatu iz in yang telah
dikeluarkan. Hal ini berkenaan dengan
tindakan yang telah berakhir atau
kejadian yang berlangsung sekali. Yang
dengan adanya data-data yang
diberikan oleh pemohon izin yang
tidak benar.

Usulan atau permohonan penarikan izin usaha

ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau

setiap orang yang kepentingannya dirugikan.

Dengan demikian tampak adanya

keterkaitan antara ketentuan-ketentuan dalam

UULH dengan UU No. 5 Tahun l986 tentang
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Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti yang

dinyatakan dalam ketentuan pasal I angka 4

UU PTUN, yang dimaksud dengan sengketa

Tata Usaha Negara adalah :
"Sengketa yang timbul dalam bidang
tata usaha negara antara orang atau
badan hukum perdata dengan badan
atau Pej abat Tata Usaha Negara, baik
di pusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata
Usaha Negara termasuk sengketa
kepegawaian berdasar peraturan
perundang-undangan yang berlaku".

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal I
angka 3 disebutkan, bahwa yang dimaksud

dengan keputusan tata usaha negara ialah :
"Suatu penetapan tertul is yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat
konkrit ,  individual, f inal,  yang
menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata".

Dari kedua rumusan yang tercantum
dalam ketentuan pasal I angka 3 dan 4 UU No.
5 Tahun 1986 tersebut, telah mengua&an sistem
perlindungan hukum bagi lingkungan hidup
sebagai salah satu subyek hukum, dan orang
maupun badan hukum.

Pada saat kepentingan seseorang atau
badan hukum perdata merasa dirugikan,
berkenaan dengan dikeluarkannya suatu
pemberian izin usaha bagi seorang pengusaha,
dimarn usaln yang sudah mempuyai izin tersebut
temyata mengakibatkan terjadinya pencemara.n
lingkungan. Seseorang atau badan hukum perdata
dapat mengajukan pe rm o ho n an/g u gat a n
pencabutan izin usaha itu melalui pTLN dengan
atau tanpa tuntutan ganti rugi kerugian dan atau
rehabilitasi. Hal tersebut tertuang dalam pasal 53
ayat I UU No. 5 l'ahun 1986 dan l,p No. 43
Tahun l99l tentang ganri rugi dan tata cara
pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha
Negara.

Seseorang atau badan hukum perdata
dapat mendasarkan gugatannya kepada :
a. bahwa keputusan tata usaha negara yang

digugat tersebut bertentangan dengan
peranrran pemndang-undangan yang berlaku

b. bahwa pejabat atau Badan Tata Usaha
Negara pada waktu mengeluarkan

keputusan telah menyalahgunakan

wewenangnya (delournenrcnl  da
pouvoir).

Dalam ketentuan pasal 55 UU PTUN
dinyatakan tentang jangka waktu mengaj ukan
gugatan yang telah ditetapkan selama 90 hari,
terhi tung sejak saat di ter imanya atau

diumumkannya keputusan Badan atau pelabat

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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Tata Usaha Negara. Hal ini mungkin dapat

dilaksanakan bagi orang atau badan hukum

perdata yang secara langsung terkena akibat

hukumnya. Apabila mengenai permasalahan

pencemaran l ingkungan menjadi  sul  i t

d i laksanakan karena pihak ket iga, yang

kepentingaruryajuga dirugikan oleh adanya izin

usaha tersebut, sangatlah merasakan akibatnya

karena efek dari pencemaran baru tampak

setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Maka berpijak dari dasar pemikiran tersebut di

atas, hendaknya ketentuan pasal 55 UU PTTIN

dikecualikan dari permasalahan pencemaran

l ingkungan hidup. Atau masalah batas

kadaluwarsa bagi permasalalun lingkungan hidup

diatur secara tegas dan terpisah dari ketentuan

pasal 55 tersebut, sehingga akan lebih terjamin

adanya kepastian hukum.

c. Aspek Hukum Pidana

Pelanggaran yang di lakukan oleh
pengusaha, baik itu bidang industri, pertanian,

perdagangan maupun lainnya mengakibatkan

terjadinya pencemaran maupun akibat sampingan

lain yang serius. Selain diproses melalui gugatan

di Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan

gugatan secara pidana. Pasal 4l , 42,43,44.45

dan 46 UULH.

Dari ketentuan pasal 45 UULH ini, maka
pelaku dari tindak pidana kejahatan atau

pelanggaran dalam pencemaran lingkr.urgan dan
perusakan lingkungan hidup adalah atau orang
badan hukum perdata. Dengan demikian runusan
"barang siapa" yang dimaksud adalah orang atau
badan hukum perdata. Kemudian tentang
penjatuhan ancaman pidananya mengandung

unsur delik formil. Perumusan seperti ini sudah
langstug hukumannya. karena yang di lanrng oleh
peraturannya adalah perbuatannya, baik
perbuatan itu karena sengaja atau lalai. (l lennien
Hadiati Koswadji, l99l : I 34). Dan akibat d;ri
perbuatan tersebut tidak perlu diperhatikan.

Adapun rumusan pasal4l s/d 44 tJtJLH
mengandung wsurdelik sebagai berikut :
a. barang siapa

b. dengan sengaja atau kelalaiannya

c. perbuatan yang menyebabkan rusaknya

lingkturgan hidup,

d. perbuatan yang menyebabkan tercemamya

lingkrurgan hidup,

e. dia$rdalam undang-tndang ini atau undatg-

mdang lain.

Maka dari unsur-unsur tersebut dapat ditarik
kesimpulan, bahwa rumusan pasal 4l s/d 44
UULH merupakan del ik formal.  I la l  in i
didasarkan pada "perbuatannya" saja telah dapar

dipidana, baik sengaja maupun la.lai.

Namun demikian untuk menentukan

bahwa perbuatan itu disengaja atau karena

kelalaian sangatlah sulit. Karena hal ini bcrkaitan

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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dengan batin seseorang, sedangkan perbuatan
pidana dalam masalah pencemaran dan
perusakan lingkturgan seperti dinyatakan dalam
ketentuan pasal 4l s/d 42 UULH masih harus
dipisahkannya, yaitu apakah perbuatan tersebut
disadari atau tidak oleh seseorang atau badan
hukum yang benangkutan, bahwa perbuatannya
dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini, orang
atau badan hukum tersebut dapat atau tidak dapat
dibebani tanggungjawab atas perbuatannya itu.
Karena perbuatan pidana dalam kasus
pencemaran lingkungan dan atau perusakan
lingkungan hidup seperti yang dimaksudkan
sudah harus dihubungkan dengan adanya suatu
kesalahan (sclrlc) dari para pelaku perbuatan
pencemaran dan atau perusakan lingkungan
hidup yang telah terjadi. Pada ketentuan pasal
4l s/d 45 yang memuat sanksi pidana bagi
pelaku pencemaran lingkungan dan atau
perusakan lingkungan tidak diimbangi dengan
peraturan khusus, baik peraturan pemerintah
maupun peraturan pelaksanaan. peraturan

pelaksanaan yang dimaksud adalah tentang
bagaimana tata cara yang berdasar atas
tanggung jawab mutlak (strict liability)
sebagai asas baru yang diambil dariketentuan
pasal  35 ayat ( l )  UULH. Maka untuk
sementara dalam penyelesaian masalah
pencemaran danperu sakan I  i  ng kung an
hidupsampai saat ini masih dipakai asas hukum

acara pidana, yai tu tanggung . jawab
berdasarkan kesalahan.

SE Menteri Negara Kependudukan
dan Lingkungan Hidup No. 03/SE/MENKI.H/
6/l987, tentang prosedur penanggulangan

Kasus Pencemaran dan perusakan Lingkungan
Hidup, yang pada ketentuan anqka I
menyatakan:

"Apabi la diduga telah ter j  ad i
pencemaran dan atau perusakan
l ingkungan hidup, ma[a laporan
mengenai hal tersebut dapat dilakukan
oleh pender i ta atau anggota
masyarakat".

Selanjutnya j ika k i ta l ihat  dalam
perkara pidana, maka beban pembuktian atla
pada pihak jaksa sebagai penunrul unlunt.
Berarti negara harus nengeluarkan tlana yang
t idak sediki t  untuk memperoleh bukt i -bukt i
adanya pencemaran dan atau perusakan
lingkungan hidup. Tetapi bila ditihar dalam
rumusan pasal 2l  UULH yang menyatakan,
bahwa tanggung jawab pencemar dan atau
perusak l ingkungan hidup adalah mut lak.
Maksudnya dengan demikian beban
pembuktian terhadap pencemaran dan atau
perusakan lingkungan hidup dapat dibebankan

kepada pengusaha pemegang iz in yang

melakukan pencemaran dan pcrusakan

lingkungan hidup tersebut.

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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Sebenarnya beban bukt i  yang

dibebankan kepada pencemar dan atau

pensak lingkungan hidup adalah menyimpang

dari ketentuan proses acam pidana. Namun hal

ini nampaknya lebih relevan karena dipandang

secara sepintas saja pengusaha dalam perkara

masih dianggap mampu untuk membiayai

beban bukt i  yang akan meringankan

tuduhannya i tu.  Dan pengusaha Iebih

mempunyai alat yang lebih canggih di dalam

mendekati adanya pencemaran di bandingkan

pihak penuntut umum.

Dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang

ada pada akhimya hakim akan mengambil suatu

keputusan yang dapat berupa :

a. putusan bebas (pasal l9l ayat 1 KUHAP)

b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum
(pasal l9l ayat 2 KUHAP)

c. putusan pemidaan atau tata tertib (pasal 193

ayat I KUHAP).

d, Aspek llukum Perdatt

Pencemaran dan perusakan lingkwrgan

selalu menimbulkan kerugian terhadap subyek
yang ada. Subyek hukum lain akan menjadi
korban, baik individu (perseorangan), badan

hukum maupun pihak negara. Bagi pihak yang

telah menimbulkan adanya pencemaran dan atau
pcrusakan lingkungan hidup mempunyai

kewajiban untuk memberi ganti kerugian, di

samping adanya beban pemulihan Iingkungan

hidup.

Sesuai dengan ketentuan pasal 30 s/d 34

UU No. 23 Tahun 1997 nrengatur tentang

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, baik

di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Berkenaan dengan tersebut Koesnad i
Hardjasoemantri, menyatakan bahwa ketentuan
dalam pasal 20 ayat I menganut prinsip penc€mar

membayar (polluter puys principle). Jika pasal

20 ayat I UULH tersebut dibandingkan dengan
ketentuan pasal 1365 KUH Perdata akan
tampak sama. Pasal 1365 KUIi Perdata
menyatakan: "setiap orang yang karena salahnya
betunggung jawab atas kerugian yang didcrita
pihak lain sebagai akibat dari perbuatannya"
(bandingkan pasal 35 UULH No. 23 Tahun
199't).

Namun demikian sistem penyelesaian

secara musyawarah ini nampaknya akan
mengalami hambatan jika masih tenrs meliba&an
unsur pemerintah sebagai salah satu pihak
(penengah). Karena sualu ketika pemcrintah

sendirijustu akan sebagai pihak pencemar, oleh

karena itu seharusnya dalam melibatkan pihak
pemerintah sendiri justru akan sebagai pihak
pencemar. Oleh karena itu, seharusnya dalam
melibatkan pihak pemerintah sebagai polluter atau

tidak, sehingga objektivitas penilaian dan

penentuan kadar pencemaran, ganti  rugi

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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p€ncemaran akan dapat lebih terjamin. Atau

palu diadakan lernbaga khuss yarg runtidangi

masalah-masalah pencemaran ters€but sebagai

p€nyeimbang dan pencntu siapa yang harus

bertanggung jawab dan ini turui bcbos &ri unsur

pensttab seUagairuublahdisrdalatnpasal

32 UUNo.23 Trhun 1997,

Jika penyclcsaian sengkcta tidrk dapat

disclcsaikan melalui jdrn nruspwuah, makr
berarti salah satu pihak yang b€rccngkcta

mengajukan perkara pcnccmaran dan atau
pdsatmtinekungmhi@keparydilanncg€ri.

Berarti dalam hnl ini dasar gugatrnnya padr

ketentuan pasal 1365 KUH Perdrta, yaitu

perbuaanrrelawanhuh4 dcnganuur-unsu

yang lrans dipcnuhi yaitu :

a. adanya perbuatan melawan hukum,

b. adanya kesalahan,

c. adanyakerugian

d. adanya hubungar kausal.

Sedangkan yang digugat yaitu berupa :

. pengrusakan baran g, ganggvan (hinder) yang

menimbulkan kerugian materi i l  dan
penyalahgunan hak.

Proses peradilan dalam masalah hukum
perdata adalah merupakan suatu proses yang

amat panjug, khususnya masalah penccmaran

danperusakmlinghngantridrp,&ndcngurcan
pembuktian yang rumit dsn bcft€lit-b€lit. Pada
ketennran pasal 1365 KUH Per&fa mengsnut

sistem pembuktiari "bahwa barang siapa yang
mngedalikanmaka iatnns nrcmbuktikan". Hal
ini nampaknya akan menjadi beban bagi pihak
korban yang pada umumnya masih awam
tedndry masalah-masalah pencemaran dan atau
paus*m lingkungan hidup. Terlebih lagi mereka
sclalu berada pada kedudukan yang sulit,
dibandingkan dcngan pihak penccmar atau
porusak lingkungan hidup yang lebih banyak
maguasai informasitcknologi rnodern.

Dalam kondisi yang dernikian ini amatlah
sulit bagi pihak kortan untuk memperoleh ganti
kcrugian yang dideritanya. Sebab adanya
perconrran dan penrsakan lingkungan. Namun
demikianjika kita lihat pada ketentuan pasal 2l
UULHyangmeny*akan:

"Dalam beberapa kegiatan yang
m€nyanghl jenis sumber daya tertentu,
tanggung jawab timbul secara mutlak
pada perusak dan pencemar pada saat
terjadinya perusakan dan pencemaran
lingkungan hidup yang pengaturannya
diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan."

Dan selanjutnya dalam penjelasan pasal
21, tcrsebut menyatakan bahwa : "tanggung
jawab mutlak dikenakan secara selektif alau
kasus yang akan ditetapkan berdasarkan

penilfan perundang-undargan yang menennrkan
jenis dan karcgori kegiatan yang terkena oleh
ketentuan termaksud."

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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Berdasar pemikiran pada ket€ntuan pasal

2l UULH tersebut di atas, maka nampak bahwa

beban pembuktian dalam masalah pencemaran

dan atau perusakan lingkungan hidup menganut

sistembeban pembuktianterbalik Aninyajustru

pihak tergugatlah (pensak/pencemar) yang harus

membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup

seperti yang dituduhkan kepadanya, dengan

demikian ketentuan pasal 1365 KUH Perdata

yang menganut prinsip "liability based on

./aalt " sudah ditinggalkan karena ini mengandung

proses pembuktian yang memberatkan pihak

korban. (Bandingkan dengan pasal 35 (2) UU

No. 23 Tahun 1997). Korban baru akan

mendapat ganti kerugian atas tercemamya dan

kerusakan lingkungan hidup yang merugikan

dirinya jika ia befiasil membultikan adanya ursru

kesalahan dari pihak tergugat (pencemar/perusak

lingkungan hidup). Sedangkan pada dasarnya

pihak penggugat yang merupakan golongan

masyarakat yang masih awam terhadap masalah

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Mereka belum begitu memahami dan mengerti

tingkah laku teknologi dan sistem informasi

modern. Oleh sebab itu, ketentuan beban

pembuktian pada pasal 1365 KUH Perdata ini

dirasa memang sudah ketinggalanjaman. Dengan

semakin berkembangnyajaman dengan tututan-

tuntutan yang lebih modem dibidang hukum dan

semakin berkembangnya lingkup hukum dan

semakin kompleknya permasalahan hukum yang

mencuat ke permukaan.

Melihat dari ketentuan tersebut' secara

formal masalah beban pembuktian yang rtttttit

sudah dapat diatasi, namun demikian aplikasinya

masih amat sulit dilaksanakan, karcna belum ada

peraturan perundang-undangannya yang

mengatur sccara t€gas tanggungjawab rnutlak ini'

Dan jika kita lihat tampaknya sanrpai sckarang

penyelesaian masalah sengketa pencemaran dan

perusakan lingkurgan hidup masih menggLurakan

ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dengan

sistem pembuktian yang konvensional yang tetap

harus ditanggung oleh penggugat' Maka karena

itu, perlulah kiranya diterbitkan suatu peraturan

penrndang-undangan yang s€cara tegas mengatur

masalah pembuktian dan tanggung j awnb oleh

pencemar/perusak lingkungan hidup ini sebagai

penunjang ketentuan pasal2l UULH yatrg telah

ada dan merupakan sistem pembaharuan hukttrn

di Indonesia.

FUNGSI HUKUM SEBAGAI

KOORDINATOR

Dalam perkembangan kehiduPan dan

manusia, diikuti pula berbagai pemahaman yang

berbeda dari manusia yang satu dengan yang lain,

dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.

Pemahaman tentang pengelolaan dan pemel i haraan

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
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(perlindungan) lingkungan yang berbeda ini

mengakibatkan dampak-dampak negatif dari

pembangunan. Karena pada dasarnya mereka

berpikir bagaimana menghasilkan sebanyak-

banyaknya untuk memenuhi kebutuhan manusia

yang konsumiif tanpa memikirkan bagaimana pula

mempe(ahankan kesinambungan atau kelestarian

sunrber daya alam yang ada. Dengan melakukan

pernbangunan yang dalam art i  hanya

mengeksploitasi saja, dan menerapkan konsep

antoprosentr is saja maka kerusakan dan

kelangsungan kehidupan bumi yang hanya satu ini

akan cepat berakhir.

Hingga pada akhirnya, muncul kesadaran

dan pemahaman baru manusia, yang melahirkan

konsep pembangunan berkelanjutan tersebut.

Hukum lingkungan sebagai cabang baru dalam

bidang hukum merupakan alternatif pemecahan

masalah yang tak dapat dihindari.  Hukum

lingkungan melibatkan berbagai aspek dalam
bidang hukum dan berperan dalam setiap
penegakan.

Penegakan hukum terkait didalamnya
tentang fungsi dan tuj uan hukumnya. Seperti
dinyatakan Purnadi Purbacaraka, bahwasanya
penegakan hukum sebagai : ...

... kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah
/ pandangan-pandangan me nilai yang
mantap dan mengejawantah dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai
" sociul engineering'), memelihara dan
mempertahank an ("social  control"  )
kedamaian pergaulan hidup. ( l ,urnadi
Purbacaraka, I  983: I  3).

Kemudian Soer jono Soekamto

menyatakan bahwa penegakan hukum bukanlah

scmata-mata berart i  pelaksanaan perundang-

undangan. Tetapi  lebih bersi lat  penyerasian

hubungan nilai-nilai dan wuj udnya yang lebih konkrit

adalah kaidah hukum. Kaidah tersebur menjadi

pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap

yang hrtujuan untuk mencipiakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian. (Soerjono Scckanto,

1986:h.4-5).

Lebih lanjut dinyatakan, bahwa pokok dari

penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang

terdiri sebagai berikut :

l. faktor hukumnya sendiri,

2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang

membentuk maupun yang menerapkan hukurn,

3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakan hukum,

4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana

hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,

cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari pendapat-pendapat ini, penulis ingin

membahas lebih lanjut bagaimana penegakan hukrrm

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkingan
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lingkrurgan sebagai flurgsinya dan aspek hukum yang

muncul dalam pembangurnn yang berkelanjutrn. Dan

bab ini langsung merujuk pada penyelesaian kasus,

sehingga menonjol dari segi praktisnya.

Faktor penegak hukum, meliputi yang

membentuk maupun yang menerapkan. Faktor ini

sangat menentukan dalam penegakan hukum

lingkungan ini. Hal ini terkait erat dengan segala

kebijakan lingkungan yang dihasilkan dariny4 yang

kemudian menjelma dalam kaidah hukum (lihat

dis€rtasi Siti Sundari Rangkuti). Kemudian penerapan

hukum ibarat kepanjangan tangan dari para pemilik

kebijakan yang ada. Sehingga penegak hukum disini

haruslah mempunyai wawasan yang lebih dari

masyarakat tentang lingkungan.

Kemudian, masalah faktor sarana dan fasilitas

yang meliputi tenaga manusia yang berpendidikan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

Faktor ini merupakan masalah penyediaan yang

memakan waktu, biaya dan tenaga. Untuk inr, masalah

ini menrpakan faktor yang penting yang harus ditangani

segera dan bertahap.

Faktor masyarakat, sebagai faktor pendukung

Sampai pada akhimya faktor kebudayaan'

yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia didalam pelgatllan

hidup. Makadalam hal ini penegak hukum baik yang

membentuk maupun yang menerapkan hukutn

hendaknya mempunyai andil yang cukup bcsar

sebagai pioner dalam pembangunan berwawasan

lingkrurgan. Tarnpaknya dalam hal ini terdapat saling

ketergannrngan antara faktor yang satu dengan faktor

yang lain. Kesadaran bertata lingkungan (inner

consc iousness t oward environment) perlu diiadikan

komitmen ke arah ciri budaya dengan tetap

memperhatikan nilai-nilai adat lingkungan. Untuk

tujuan ini tampaknya harus dilakukan dan di dukung

oleh berbagai pihakdan faktor-faktor yatrg terlibat

didalamnya. I)i berbagai kalangan masyarakat

hendaknya dilibatkan/diberi kesempatan ataupun

diupayakan untuk dapat berpartisipasi secara aktil'

dalam menjaga kelestarian lingkungan.

PENUTTJP

Dari  uraian latar belakang hingga

pembahasan, pada bab ini (terakhir) penulis akan

menarik beberapa kesimpulan adalah sebagai

dan sekaligus sebagai media dan faktor sebagai faktor berikut :

yang dituju. Dalam hal ini, faktor masyarakatjuga l' Dahulu anta"apembangunan dan lingkurgan

sangatdipengaruhi oleh faktor-faktoryang lain. Unhrk merupakan dua hal yang saling

membangun faktor masyarakat ini, hendaknya dipertentangkan' Pada perkembangan

didahului dengan pembangunan di faktor-faktor yang selanjuhy4 konsep pemhngunan diarahkan

lain terlebih dahulu. kepada pembangunan yang berwawasan

Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan
D al am Pem bangu n a n Berkela niuta n

Noor Tri Hastuti



PERSPEKTIF Volume IX No. 3 Tahun 2003 Edisi Juli

2.

J.

lingkurgan atau pembangunan berkelanjutan,

atau juga disebut pembangunan

be rke si nambungan (sustainable

deve lopme nl). Pembangunan berkelanjutan

merupakan pembangunn yang memenuhi
kebuiuhan masa kini tanpa mengurangl
kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutr:han mereka sendiri.

Hukum lingkungan merupakan tunas baru
dalam bidang hukum yang merupakan samna
dan wadah yang sangat penting dalam
program pembangunan berkelanjutan. UU
No. 4 Tahun 1982 merupakan produk
hukum pertama di bidang lingkwrgur hidup
yang merupakan ketentuan-ketenhun pokok
pengelolaan lingkungan hidup.
Hukum secara umum mempunyai fungsi
sebagai sarana pembaharuan masyarakat
(Mochtar Kusumaatmadja). Sedangkan
secara tegas hukum dinyatakan tidak hanya
berfrmgsi sebagai perlindungan dan kepastian
hukum bagi masyarakat (social control)
dengan peran "agent of stabiliol ", tetapi
lebih menonjol lagi sebagar sarana
pembangunan (a tool of social
engineering) dengan peran sebagai "agen!

ofdevelopment " alau "agent ofchange".
Hukum l ingkungan beraspek hukum
administrasi, hukum perdata hukum pidana.
Bahkan beberapa diantaranya terdapat

bidang-bidang sektoral yang menlbutuhk.ur
ketentuan-ketentuan peraturan (hukum)

tersendiri (seperti tIU perlindungan Llinatiurg
Liar, UU tentang Benda Cagar Budaya. tJLl
Pertambangan, Kehutanan dan lain-lain.

5.  Lingkungan hidup merupakan subyek
hukum. la mempunyai hak untuk kelestarizur.
Dengan demikian, hukum lingkungan yang
telah ada perlu ditegakkan guna mencapai
tujuan untuk melindungi lingkungan hidup
maupun manusia yang rnerupakan bagian
darisistem alam scnresta ini.

6. Upaya pencegahan terjadinya penccmaran

dan perusakan lingkungan hidup secara
efektif terletak dibidturg hukum administrisi.

Hukurn pidana dan hukum perdata di
lndonesia merupakan unsur pendukung dari
terciptanya usaha preventif dari hukum

administrasi negara, sehingga penegakan

hukum lingkungan lebih dapat bcr.ialan

dengan mantap. Karena hukum pidana dan
hukunr perdata dapat menerapkan sanksi-

sanksi setelah sanksi dari hukurn adnrinistr.rsi

diterapkan.
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